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Tindak Pidana K epabeanan merupakan tindak pidanayang mempunyai karakter tersendiri yang mempunyai
akibat sama bahayanya dengan tindak pidana korupsi, karena mempunyai dampak yang sangat besar baik
dapat merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara yaitu dapat mematikan industri dalam
negeri. Oleh karenaitu tindak pidana penyelundupan memerlukan penanganan yang khusus untuk menindak
para pelakunya. Kewenangan untuk menyidik terhadap tindak pidana kepabeanan tersebut sebelumnya
berada di tangan Kejaksaan RI. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

K epabeanan kewenangan tersebut beralih ke tangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal ini
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai diberikan kewenangan khusus untuk menyidik baik
tindak pidana maupun pelanggaran kepabeanan termasuk tindak pidana penyelundupan. Pemberian
kewenangan dalam UU No. 10 Tahun 1995 tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 6 ayat (1). Kemudian kewenangan tersebut dipertegas
dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang K epabeanan
dan Cukai. Sehingga dengan ini kedudukan PPNS Bea dan Cukai berada pada lini terdepan untuk
menangkap Serta menindak setiap tindak pidana kepabeanan yang terjadi. Dalam perjalanannya pel aksanaan
kewenangan penyidikan tersebut mendapat permasal ahan baik dalam penegakan hukum terhadap
pelanggaran pasal-pasal dalam [H] Kepabeanan maupun dalam hal melakukan koordinasi dengan penyidik
dari instans lainnya. Hal ini terjadi karenaterjadi tumpang tindih pada pasal-pasal dalam UU Kepabeanan
maupun tumpang tindih pada peraturan yang mengatur mengenai kewenangan menyidik tersebut, juga
dalam hal koordinasi antar lembaga baik dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maupun
dengan instansi lain di luar DIBC. Sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam penerapannya dan
berdampak pada penegakan hukumnya. Rancangan Undang-Undang K epabeanan pada saat ini telah disusun
untuk mengatasi Salah satu masal ah tersebut, diantaranya dengan memperluas pengertian/cakupan
penyelundupan dengan tujuan untuk |ebih dapat menjerat setiap tindak pidana kepabeanan yang terjadi. Hal
ini akan berakibat pada makin besarnya tugas Serta tanggungjawab dari PPNS Bea dan Cukai. Oleh karena
itu diperlukan juga pembaharuan pejabat yang berwenang untuk. menyidik tindak pidana kepabeanan
tersebut.
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